
pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka; 

b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 63 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

Mengingat: 

lingkungan di penyederhanaan 
rangka 

birokrasi 
dalam kebijakan 

instansi 
melaksanakan Menimbang: a. bahwa 

BUPATI KOLAKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURANBUPATIKOLAKA 
NOMOR 09 TAHUN 2022 

TENT ANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA 

BUPATI KOLAKA 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 
Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka; 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka; 
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Kolaka; 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; 

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah; 

8. Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau 
jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan 
ditentukan berdasarkan basil perhitungan nilai variabel urusan 
pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah 
dikalikan dengan faktor kesulitan geografis; 

9. Jabatan Struktural Adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu Organisasi Negara; 

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA. 

MEMUTUSKAN : 

Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3). 

- 4 - 



(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diklasifikasikan atas tipe A. 

(2) Penentuan tipe Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang Sekretariat Daerah. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
Perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Pasal 4 

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka. 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Pasal 3 

Perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Sekretariat Daerah Kabupaten diwadahi dalam bentuk Sekretariat 
Daerah. 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

Pasal 2 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 

yang bekerja pada intansi pemerintah; 
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 
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(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 (Tiga) Asisten, 10 
(Sepuluh) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu : 
a. Asisten terdiri atas : 

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 
3. Asisten Administrasi umum. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 8 

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada 

instansi pemerintahan lingkup Pemerintah Daerah; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 7 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan 
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

Pasal 6 

( 1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana staf. 
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

Pasal 5 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
Bagian Kesatu 

Kedudukan Organisasi 

- 6 - 



Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan 

kerjasama; 
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra; 

Pasal 10 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas 
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang 
pemerintahan, hukum dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan 
kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja 
sama. 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 
Pasal 9 

b. Bagian terdiri atas : 
1. Bagian Tata Pemerintahan; 
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 
3. Bagian Hukum; 
4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 
5. Bagian Administrasi pembangunan; 
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 
7. Bagian Umum; 
8. Bagian Organisasi; 
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan 
10. Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Staf Ahli; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh 
Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris Daerah. 

(3) Bagan Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian 
Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan daerah di 

bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi 
daerah dan kerjasama; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di 

Pasal 13 

Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan 
kerjasama. 

Pasal 12 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas : 
a. Bagian Tata Pemerintahan; 
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 
c. Bagian Hukum. 

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah 
melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 11 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata 
pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata 
pemerintahan, hukum dan kerja sama; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor 
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan 

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang 
tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan 
tugasnya. 
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Susunan organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian 
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di 

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 16 

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
keagarnaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 15 

Susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 14 

bidang administrasi pernerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi 
daerah dan kerjasama; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi 
daerah dan kerjasama; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
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Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas membantu 
Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan 
kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan 
barang dan jasa dan sumber daya alam. 

Bagian Kedua 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 21 

Susunan organisasi Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian 
Hukum menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta 
dokumentasi dan informasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 
informasi; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
dan 

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

Pasal 19 

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi di bidang Perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi 
dan informasi. 

Pasal 18 
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Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, 
perencanaan dan pengawasan, ekonomi mikro kecil, bidang sumber daya 
alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam 
pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air. 

Pasal 24 

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas: 
a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 
b. Bagian Administrasi Pembangunan; 
c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. 

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah 
melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 

Pasal 23 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyelenggarakan fungsi : 
a. engoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, 

administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa 
dan sumber daya alam; 

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; 
d. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; 
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor 
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan 

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah 
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa 
dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya. 

Pasal 22 

-11- 



Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Pasal 27 

Susunan orgarusasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

Pasal 26 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi 
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, 
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, 
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber 
daya alam energi dan air; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi 
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, 
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, 
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber 
daya alam energi dan air; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi 
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, 
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, 
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber 
daya alam energi dan air; dan 

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

Pasal 25 
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Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 30, Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 

Pasal 31 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 
barang dan jasa. 

Pasal 30 

Susunan orgamsasi Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 29 

Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 27, Bagian 
Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan pengoordinasian rumusan kebijakan daerah di bidang 

penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

dibidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan 
pelaporan; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan 
pelaporan; dan 

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi 
dan pelaporan. 
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Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas: 
a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; 
b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa; 
c. menyusun strategi pengadaan barang/ jasa; 
d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen 

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; 
e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa; 
f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/ sektoral; 
g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan 

barang/jasa pemerintah; dan 
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan 

barang/ jasa pemerin tah 

Pasal 33 

Pasal 32 

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: 
a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dan 

pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 
pengadaan barang dan jasa; dan 

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 
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(1) Asisten Administrasi Umum, terdiri atas : 
a. Bagian Umum; 
b. Bagian Organisasi; 
c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan 
d. Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipempin oleh Kepala 

Pasal 36 

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34, menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 
b. penyusunan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi 

pimpinan, perencanaan dan keuangan; 
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

organisasi; 

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, 
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan 
keuangan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
organisasi; 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi 
daerah; dan 

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang 
organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan 
tugasnya. 

Pasal 35 

Asisten Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas membantu 
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan 
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, 
orgamsasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan 
keuangan. 

Pasal 34 

Bagian Ketiga 
Asisten Administrasi Umum 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian 
Organisasi menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan 

dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan 

Pasal 41 

Pasal 40 

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan 
pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. 

Susunan organisasi Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 39 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian 
U mum menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, 

staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; 
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata 

usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah 
tangga; dan 

c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya. 

Pasal 38 

Pasal 37 

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan 
pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan 
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. 
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Pasal 44 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian 
Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi 

pimpinan, dan dokumentasi; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan 
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 

yang berkaitan dengan tugasnya. 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. 

Pasal 43 

Susunan organisasi Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
40, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 42 

reformasi birokrasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan 
tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan 
Tatalaksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik 
dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan 

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya. 
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Pasal 48 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian 
Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah 

di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan 
pelaporan. 

Pasal 47 

Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas : 
a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu 

pemerintah daerah; 
b. menyiapkan bahan koordinasi dan/ atau fasilitasi keprotokolan; 
c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah; 
d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan 
e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. 

Pasal 46 

( 1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Protokol; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. 

Pasal 45 
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Staf Ahli terdiri atas: 
a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 
b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; 

Pasal 52 

Pasal 51 

Staf Ahli bertugas mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, 
sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan 
kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan 
keuangan daerah. 

Bagian Ketiga 
Kedudukan Staf Ahli 

Pasal 50 

(1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli. 
(2) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu memperhatikan 
pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan 
golongan, kecakapan kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang 
tertentu. 

(4) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
(5) Staf Ahli berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Daerah. 

Susunan organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 49 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan 

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya. 
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(1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) 
huruf b dilakukan untuk : 
a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam 

melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan 

Pasal 55 

Pasal 54 

(1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 
(1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Staf Ahli. 

(2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/ atau tertulis kepada 

Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi 
tugas dan kewenangannya; 

b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan daerah; dan 
c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam 

penyusunan telaahan staf. 
(3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (2) dilakukan melalui perencanaan, perumusan telaahan staf 
dan/atau analisis kebijakan daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi 
Staf Ahli. 

Pasal 53 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, 
masing-masing Staf Ahli menyelenggarakan tugas melalui hubungan 
kerja yang meliputi : 
a. konsultatif; 
b. kolegial; 
c. fungsional; 
d. struktural; dan 
e. koordinatif. 

(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional. 

c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 
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(1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara 
berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan 
organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung 
jawab. 

(2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap 
memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan 
komprehensif. 

(3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi: 
a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; 
b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan 

misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan 
c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala 

Perangkat daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan 
analisis kebijakan Daerah; 

(4) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala 
perangkat daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan 
kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan 

Pasal 57 

(1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial secara 
fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat 

Daerah. 
(2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan 

kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat 
Daerah. 

Pasal 56 

musyawarah dan tanggung jawab bersama. 

otoritarianisme struktural yang umumnya 
hubungan struktural yang cenderung terpusat. 

(2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan 

dan mengontrol 
berkembang dalam 

produktifitas dan kinerja; dan 
b. mengembangkan semangat kebersamaan 
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 59 

(1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(1) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara 
struktural dan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis, 
terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan 
Perangkat Daerah; 

(2) Kepala Daerah dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan perangkat 
daerah secara koordinatif sesuai tugas fungsi; 

(3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan 
program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah; 

(4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam 
forum koordinasi melalui kegiatan: 
a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah; 
b. perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah terkait dengan 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan; 

c. penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah 
melalui rapat koordinasi; 

d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan 
organisasi melalui rapat koordinasi; 

e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi 
terkait; dan 

f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. 

Pasal 58 

pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi. 
(5) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menghasilkan 

antara lain berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan. 
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( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan 
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 

BAB VI 

TATA KERJA 
Pasal 61 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
Pasal 17, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 32 Ayat (1) huruf b, Pasal 
39, Pasal 42, Pasal 45 Ayat (1) huruf b, Pasal 49, terdiri atas sejumlah 
tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai 
bidang keahliannya. 

(2) Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 
32 Ayat (1) huruf b, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 45 Ayat (1) huruf b, Pasal 
49, ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan analisis 
beban kerja 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

(4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 
melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak dilakukan pelantikan. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas 
dan fungsi Sekretariat Daerah. 

(6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan 
tugas membantu kepala bagian dalam penyusunan rencana, pelaksanaan 
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 
kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian 
fungsi. 

(7) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh 
pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. 

(8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan. 

Pasal 60 
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Dalam melaksanakan tugas, pimpinan organisasi dibantu oleh kepala 
satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal 66 

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpman unit organisasi dari 
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 

(2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja 

Pasal 65 

Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing 
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 64 

Sekretaris Daerah, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing­ 
masing dan memberikan bimbingan serta pelunjuk lerhadap pelaksanaan 
tugas bawahannya. 

Pasal 63 

Sekretaris Daerah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing­ 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 62 

maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kolaka serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kolaka, 
sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah 
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannnya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan. 
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(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 
struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten, berpedoman 
pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Pasal 71 

BAB VIII 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, di lingkungan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kolaka, diutamakan diisi oleh pejabat fungsional sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 70 

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta 
jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang­ 

undangan. 

BAB VII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 69 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat 
dalam lingkungan Sekretariat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan­ 
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

Pasal 68 

(1) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan, Sekretaris Daerah 
Kabupaten melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan 
pezundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan, Sekretaris Daerah 
Kabupaten menunjuk Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(3) Dalam hal Asisten berhalangan, Asisten dapat menunjuk Kepala Bagian. 

Pasal 67 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka 
Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun 2020 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 73 

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini 
sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 
penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka. 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 72 

(2) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul 
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan 
tinggi pratama. 

(4) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan 
eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(5) Kepala Bagian merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan 
administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan 
pengawas. 

(7) Pejabat eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon 
III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan 
pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah. 

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekretariat Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 
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~POITU MURTOPO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal, 02 j\.tn, .t02'2 

tSEKRETARIS D ERAH KABUPATEN,i 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal, , o'( :_uni' 

~ BUPATI KOLAKA'>J 

V6Jv 
tAHMA~AFEI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kolaka. 

Pasal 74 
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BUPATI 

WAKIL BUPATI . 
SEKDA --- -I STAF AHLI BUPATI I 

I 
I I • 

ASISTEN PEMERINTABAN & ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KESEJABTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN 

• • 
BAG IAN BAGIAN - BA GIAN - PEREKONOMIAN DAN - TATA PEMERINTABAN UIIUM 

SOMBER DAYA ALAM 

8 : I : I : 8 8 ~·+++~~ 8 8 ~+++~~ 8 ~LO~KJAFUN~ 
j ~ 

BAGIAJf BA GIAN BAGIAlf - KESEJABTERAAN - ADMINISTRASI i-- 
RAKYAT PEMBANGUNAN 

ORGANISASI 

: 
I I I I I 

E ~+++N~ 8 E ~L1~KJ+UN~ 8 - KELOMPOK JAFUNG ~ 
I I I I I 

BAGIAN BAG IAN BAGIAN 
PENGADAAN BARAN'G ~ PROTOKOL DAN - HUKUII - DAil JASA KOIIUNIKASIPIID'IRAN 

E ~++J+UN~ 8 
: ......................... : I :·························· I 

SUBAG SUBAO 
PE.lfOELOLAAl'f PENGADAA.lf PROTOKOL 

BARANG DAN JASA 

LB ~++J+N~ 8 LB ~+++N~ 8 
BAGIAN - PEREIICAl'IAAII DAN 

I CAM AT I KEUANGAN 

• . 

I I KELURAHAN 
~ ~ KELOMPOKJAFUNG 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA 

• 
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA. 

NOMOR : 0,9 "r"HUti .ZO.ll 
TANGGAL : O;l j~nj ;2022. 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA. 
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